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Hal : Rekapitulasi LHKAN

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
di -
Tempat
Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), dalam rangka
meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
mendukung upaya pencegahan tindak pidana Korupsi dilingkungan Pemerintah
Provinsi Bali. Kami laporkan hasil penyampaian LHKAN sebagai berikut :
REKAPITULASI PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
PEMERINTAH PROVINSI BALI

TAHUN 2026
No Keterangan Jumlah
1. | Jumlah seluruh Aparatur Negara 18.123
a. Wajib LHKPN 298
b. Tidak Wajib LHKPN 17.825

2. | Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan 298
harta kekayaan melalui LHKPN

3. | Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan |0
harta kekayaan melalui LHKPN

Sertifikasi  Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE. ',’,fggr'aeslﬂ

\
' Balai Besar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE). = ‘I/ N oy
BAl
A

Elektronik Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file. sﬂNchuAT““
INDONES\A



https://kanal.baliprov.go.id/short/gk4xA8EKey-iCDF
https://kanal.baliprov.go.id/verify_page

4. | Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan 14.229
informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan
5. | Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan 3.596
informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan
6. | Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban 3.596
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara
Keterangan :

1. Sumber data Rekapitulasi pelaporan SPT Tahunan ASN dilingkungan Pemerintah
Provinsi Bali Tahun 2026 berdasarkan hasil pengolahan data oleh Direktorat Jenderal
Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali.

2. Kendala yang dihadapi pada rekapitulasi pelaporan SPT Tahunan antara lain:

a. Terdapat ASN yang terdaftar di luar wilayah Kanwil DJP Bali, sehingga dibutuhkan
kordinasi lebih lanjut ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk
mendapatkan validasi data pelaporan SPT Tahunan ASN bersangkutan.

b. Terdapat ASN yang status pelaporannya tidak terdeteksi oleh sistem coretax
dikarenakan ASN tersebut sudah ditanggung pelaporan SPT Tahunan nya melalui
akun pasangannya (suami/istri).

3. Berdasarkan hasil evaluasi diatas, proses tindak lanjut dalam validasi/pemenuhan
data pelaporan SPT Tahunan akan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan atas perhatian, diucapkan terima kasih.
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